BAB Il
PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH

DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Prosedur dalam Pengajuan Permohonan Perkara Dispensasi Nikah di

Pengadilan Agama Semar ang

Seseorang yang hendak menikah namun usianya belancukupi
menurut UU Perkawinan harus mendapatkan izin damgBdilan. Khusus yang
beragama Islam, pengajuan permohonan dispensasi daWengadilan Agama
oleh orang tua sebagai pemohon. Adapun cara mew@gapermohonan, antara
lain sebagai berikut dibawah ini.

Prosedur pengajuan perkara permohonan sama demg&anisme
pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme pamgpgrkara permohonan
di Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut
1. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemol®n Kk
prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjeldsatang bagaimana
cara berperkara, cara membuat surat permohonardigaameja pemohon
dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan

2. Mejal

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangjajukan

pada sub Kepaniteraan Permohonan, pemohon menghaaldgp meja

pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaykarpe dan
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menuliskanya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUBd$arnya panjar

biaya perkara diperkirakan harus telah mencukugukurmenyelesaikan

perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 Ro8sgl 182 ayat (1)

HIR/pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.

b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa daralsaynpah.

c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakimlgang

d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain pgaimtah Pengadilan
yang berkenaan dengan perkara itu.

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkarease prodeo
(cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikangdenmelampirkan
surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempad yiegalisir oleh
Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biayagpar#itaksir Rp. 0,00

dan ditulis dalam SKUM.

. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir denganerabkgn
surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:
a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam juraghlperkara.
b. Menandatangani dan memberi nomor perkara sertaatdnths pada
SKUM.

c. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Remo
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4. Mejall
Pemohon kemudian menghadap pada Meja Il dengan ararkan
surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Keanuilieja 11
a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengarornyang

diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftaka petugas Meja Il

membubuhkan paraf.

b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang teldaftar bersama
satu helai SKUM kepada pemohbn.

Dalam proses persidangan, hakim meminta kepada hmemantuk
menunjukkan  bukti-bukti serta alat-alat bukti untukmemperkuat
permohonannya.

1) Alat-alat bukti
Alat-alat bukti diajukan kepada hakim untuk mendwtan haknya atau
membantah suatu hak oarang lain, alat-alat bukbiga berupa:
a) Bukti tertulis

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tuligantik atau dengan

tulisan di bawah tangan. Suatu akta otentik iakth gang dibuat dalam

bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atauddgen pejabat
umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itwaibSatu akta yang
tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, bk#tena tidak
berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yangatgkutan

maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyaiata@kusebagai

! Wawancara pada tanggal 15 Juli 2011 dengan HBkingadilan Agama Semarang: Bapak
Drs. Wahyudin. M.Ag.
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tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleha paihak. Yang

dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalala aking

ditandatangani di bawah tangan, surat, daftart smusan rumah tangga
dan tulisan-tulisan yang dibuat tanpa perantareasgejabat umum.
b) Bukti saksi

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan daégales hal yang

tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dalam pertidokdengan

saksi-saksi harus disertai ketentuan-ketentuargsebarikut:

(1) Keterangan seorang saksi tanpa alat pembuktian, ldalam
Pengadilan tidak boleh dipercaya,

(2) Jika kesaksian-kesaksian barbagai orang mengertsdae peristiwva
terlepas satu sama lain, dan masing-masing begdirdiri, namun
menguatkan satu peristiwa tertentu karena mempukgsesuaian
dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menuadden, bebas
memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksiak$ies yang
berdiri sendiri,

(3) Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentamggifmana saksi
mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaauskhyang
diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suataksan,

(4) Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, hakim harus
memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kasdkesaksian
satu sama lain; pada persamaan antara kesaksiakskes dan apa

yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkpada alasan-
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alasan kiranya telah mendorong para saksi untukeraagkan
duduknya perkara secara begini atau begitu; padakphidupan,
kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumulgaapa saja
yang mungkin ada pngaruhnya terhadap dapat tidgasa saksi itu
dipercaya.
c) Persangkaan
Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-gnd@dau oleh
Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahunum kearah suatu
peristiwva yang tidak diketahui umum.
d) Pengakuan
Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu peristda yang
diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yangikiiipedi luar sidang
Pengadilan. Pengakuan yang diberikan di hadapamhakerupakan
suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang tekmberikannya,
baik sendiri maupun dengan perantara seseorangdylaeig kuasa khusus
untuk itu. Satu pengakuan yang diberikan di haddpdam tidak dapat
dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan diberikan akibat
suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwva yaegadi. Dengan
alasan terselubung yang didasarkan atas kekelkeksiruan dalam
menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.
e) Sumpah
Ada dua macam sumpah di hadapan hakim, ypéttama sumpah yang

diperintahkan oleh pihak satu kepada pihak yang tlaituk memutus
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suatu perkara; sumpah itu disebut sumpah pemkisgug sumpah yang

diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepadiahssatu pihak.

Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam perseagketpapun juga,

kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak boleh gadakan suatu

perdamaian atau dalam hal pengakuan mereka tidek logperhatikan.

Sumpah itu hanya pada diperintahkan untuk suatbup&an yang telah

dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkamupgsan perkara

pada sumpah itu. Sumpah yang diperintahkan oleimhkkpada salah

satu pihak yang berperkara, tak dapat dikembaldtah pihak ini kepada

pihak lawannya.

Adapun jalannya persidangan dalam beracara di Egagagama yakni

sebagai berikut:

1. Panitera pengganti memasuki ruang sidang dan metaeripihak
yang berperkara untuk memasuki ruang persidangan.

2. Ketua majelis hakim memimpin sidang dan membukaigangan,
lalu menyatakan sidang tertutup untuk umum.

3. Hakim menanyakan identitas para pihak yang bersaagk

4. Majelis hakim mendamaikan para pihak.

5. Apabila upaya hakim tidak berhasil, maka sidakgnadilanjutkan
dengan pembacaan gugatan dan pemeriksaan (dalapeitaraian
sidang dinyatakan tertutup untuk umum).

6. Jawaban gugatan/pemohon baik lisan maupun tetulis.

2 Soedharyo SoimirKitab Undang-Undang Hukum Perdatdakarta: Sinar Grafika, 2010,
him. 463-477.



31

7. Pembuktian.

8. Konclusi (kesimpulan) yaitu upaya majelis hakim sebelum iyenm

putusan.

9. Putusan

10.Majelis hakim memberikan kesempatan kepada parakpimtuk

mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.

11.Dalam perkara voluntair tidak ada replik dan duplik

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidandan
berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkntuk memberikan
dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama membeukspensasi nikah
dengan suatu penetapan. Adapun penetapan yangspanalisis di Pengadilan
Agama Semarang adalah Penetapan Nomor 0104/Ft0APA.Sm.

Penetapan Nomor: 0104/Pdt.P/2010/PA.Sm tersebutaradsebagai
berikut:

Pengadilan Agama di Semarang yang memeriksa dagad#éinperkara-
perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhlaretppan sebagai berikut
dalam Dispensasi Nikah yang diajukan oleh: P, u6fitahun, agama Islam,
Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di: X, Kecama¥gnKota X. sebagai
PEMOHON.

7Bahwa pemohon telah mengajukan permohonannyangegdh 11
November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pelagadgama Semarang

dengan register nomor: 0104/Pdt.P/2010/PA.Sm tdridglovember 2010.

¥ Wawancara pada tanggal 9 September 2011 dergiimHPengadilan Agama Semarang:
Bapak Drs. Wahyudin. M.Ag.
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Dalam positanya pemohon mengajukan hal-hal selbegikiut:

1. Bahwa pemohon mempunyai seorang anak perempuan bgmgma xx,
lahir 13 Januari 1997 (umur 13 tahun, 9 bulan)egéslam dan bermaksud
akan menikahkan anak tersebut dengan seorangakikydng bernama vyy,
umur 23 tahun, agama Islam, karyawan swasta, tekgmiaman di : X,
Kecamatan X, yang akan dilaksanakan dan dicatalkdradapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliiota Semarang.

2. Bahwa alasan pemohon akan segera menikahkan xyydadalah syarat-
syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut teshurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undang Yaertaku telah
terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohomrbehncapai 16 tahun.
Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untak ttangsunkan
karena calon dari anak Pemohon telah sudah haimillé®h dan hubungan
keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemsdmoyat khawatir
akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentugkum Islam apabila
tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya adiakarangan untuk
melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon bersetatus perawan, dan telabaig serta sudah
siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rutaalgga. Begitupun calon
suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang isdamatau kepala
keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan &whesigan penghasilan

tetap setiap hari Rp. 1.600.000,- (satu juta eraasiribu rupiah).
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5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaaki Bamohon telah
merestui rencana pernikahan tersebut dan tidakibd& ketiga lainnya yang
keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang tiakitadt perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon magar Ketua
Pengadilan Agama Semarang, agar berkenan membukidgmgan untuk
memberikan penetapan sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan pemohon.

b. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada xxkumtelangsungkan
perkawinan dengan yy.

c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

d. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pemohon telah hadir secara pribadi di peangaa dan oleh
Majelis Hakim telah diusahakan pemberian nasehair gugrnikahan anak
pemohon dapat ditunda sehingga memenuhi standamatimisia pernikahan,
namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa anak pemohon bernama xx binti X telah didekggerangannya
dihadapan sidang dan menyatakan bahwa ia mengikusiap lahir dan batin
untuk melaksanakan pernikahan, dan siap bertanggwap sepenuhnya untuk
menjadi seorang isteri dan sekaligus seorang idukuanak-anaknya kelak,
sebagaimana layaknya seorang Ibu rumah tangga paikg dan ia sangat
mencintai calon suaminya, lebih dari itu hubungaduanya telah sulit untuk

dipisahkan dan keluarga masing-masing pihak tedaijisdan merestuinya.



34

Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawaastawdengan
penghasilan 1.600.000 setiap bulan.
Bahwa calon suami bernama yy telah didengar kegararya dihadapan sidang,
ia menyatakan telah siap lahir dan batin untuk kselaakan pernikahan dan
siap sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan dgd anak-anaknya
kelak, sebagaimana layaknya seorang kepala ruaradga yang baik, dan
hubungannya dengan calon isterinya sudah sangat d=sa sulit untuk
dipisahkan.

Bahwa masing-masing calon suami atau isteri mekgatdirinya tidak
ada hubungan persaudaraan satu dengan yang l&iseldarah maupun semeda.

Bahwa, wali nikah (kakak) calon mempelai wnita yégnamam X bin
X telah didengar keterangannya dihadapan sidang tddah menyatakan
persetujuannya serta tidak keberatan atas rencamekghan adiknya, karena
kedua calon mempelai telah saling mencintai baldalon mempelai wanita
telah hamil 4 bulan serta akan meneruskan ke jgnpernikahan, lagi pula
antara calon mempelai pria dan wanita tidak adangan utuk menikah, antara
mereka berdua tidak ada hubungan persaudaraamsdaakah maupun semenda
serta tidak ada hubungan sesusuan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannyanghon telah
mengajukan surat-surat bukti, berupa:
1. Foto copy kutipan akta nikah atas nama Pemohon tgalg diterbitkan oleh

Kantor Urusan Agama, X, Nomor: X, tanggal 14 meB@9bermeterai

cukup, bukti P.1.
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2. Foto copy kutipan akta nikah atas nama X, yandntditerbitkan oleh Kantor
Urusan Agama, kota X, Nomor : X tanggal 3 Juli 19Bérmeterai cukup,
bukti P.2

3. Asli surat penolakan pernikahan atas hama xx yétegbitkan oleh pejabat
Kantor Urusan Agama X Nomor: X tertanggal 6 Oktol2&10, setelah
dicocokkan dengan aslinya diberi tandi P.3.

4. Foto kopy akta kelahiran atas nama xx yang ditesbitPejabat Pencatatan
Sipil X nomor: X tanggal 31 Desember 2008, bernateukup setelah
diperiksa kemudian diberi tanda P.4.

5. Foto kopy akta kelahiran atas nama xx yang diteshitPenjabat Pencatatan
X Nomor X tanggal 5 April 2009, bermeterai, setellibocokkan dengan
aslinya kemudian diberi tanda P.5.

6. Asli surat keterangan gaji atas nama yy, yang illaat ditanda tangani X,
setelaah dicocokkan dengan slinyakemudian dibedat#.6.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemoho jieggah mengajukan
saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah ausgbagai berikut:

1. X bin X, umur - tahun, agama Islam:

a. Bahwa, saksi sebagai tetangga, kenal dengan Pendahaamak-anaknya

b. Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai seorekgp@rempuan
bernama xx yang kini berumur 13 tahun 9 bulan

c. Bahwa, anak Pemohon tersebut akan menikah dengangetelaki
bernama yy dari anak X

d. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan di KUA, kecamatamntuk
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menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukupr untuk
menikah

Bahwa, diantara calon mempelai tidak ada hubungakelkargaan
ataupun sesusuan

Bahwa, calon suami telah bekerja dan calon ist&ahthamil 5 bulan
Bahwa, calon suami telah mempunyai penghasilan ukatuk

membiayai rumah tangga

2. X bin X, umur 45 tahun, agama Islam:

a.

b.

Bahwa, saksi adalah ayah kandung yy (calon suaaki Bemohon)
Bahwa, anak saksi dan anak Pemohon telah lama Imerij@a, bahkan
anak Pemohon bernama x telah hamil 5 bulan

Bahwa, ketika akan dinikahkan ditolak oleh X. Karezalon mempelai
wanita belum cukup umur untuk menikah

Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah setujukuntanikahkan xx
dan yy, selain sulit dipisahkan, mereka tidak adlaumgan persaudaraan
baik sedarah maupun semenda

Bahwa, telah mempunyai penghasilan cukup yaitulR350.000,- (satu
juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bugehingga akan mampu
bertanggung jawab sebagai suami

Bahwa terhadap keterangan kesaksian para saksbiérs?emohon

membenarkan dan mencukupkan dengan keterangan detibbkti yng

disampaikan, selanjutnya mohon penetapan:

Menimbang, bahwa dalam suratnya Pemohon telah rikadabahwa
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yang bernama yy bin X, akan melangsungkan pernikdleagan seorang wanita
yang bernama xx dan telah menghubungi X, kecamé&taramun oleh Pejabat
X. Tersebut ditolak (bukti P.1) dengan alasan bahsva calon mempelai wanita
belum cukup umur untuk menikah yakni berumur 13ita® bulan.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4 serta keterasgksi-saksi bahwa
xx adalah anak kandung Pemohon yang baru berugd&hii8 9 bulan, sehingga
belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimakstghtuan Pasal 7 ayat
(1) UU No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia pénkamuntuk pria
19 tahun dan untuk wanita 16 tahun, namun usi&liatssemata-mata untuk
menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaalahetluarga, sehingga
kedua calon mmempelai meskipun belum mencapai wetagaimana maksud
pasal di atas, hukum dapat memberikan dispendesh siepanjang kedua calon
mempelai dipandang telah mempunyai kemampuan, ggapan dan kesiapan
lahir batin untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensé&ahn Pengadilan
perlu meneliti, apakah kedua calon mempelai telphrdlang ada kesanggupan
untuk menikah dan apakah ada halangan untuk mesidadigaimana dimaksud
ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 UU No. 1 Ta@uh Jo Pasal 39 sampai
dengan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa calon mempelai pria bernama ycdéon mempelai
wanita bernama x binti X dihadapan sidang telahyatkan kesiapannya lahir

batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami & calon suami telah
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bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebesdr.3g8.000,- setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-dakspengakuan
kedua calon mempelai, telah diperoleh fakta bahaw segi fisik x binti X
sekalipun belum berumur 16 tahun, namun ia dipagpdelah siap dan mampu
untuk berumah tangga, sedangkan mempelai pria teléup umur untuk
menikah yaitu 23 tahun (bukti P.5), keduanya tskaing mencintai dan beriniat
akan meneruskan ke jenjang pernikahan untuk membimeh tangga yang
bahagia sejahtera.

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telanyatakan
persetujuannya dan tidak keberatan terhadap renpamakahan kedua calon
mempelai tersebut, dan akan dilangsungkan dalaniuwgkat setelah ada ijin
dari Pengadilan Agama Semarang.

Menimbang, bahwa antara xx binti X dengan yy biaudah lama saling
mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisaldpabila hal ini dibiarkan
terus menerus, tidak diikat dengan tali perkawidi&hawatirkan akan berlarut-
larut menjadi hal-hal negative, fitnah yang tidakiginkan, mengingat kedua
insan tersebut telah melakukan hubungan intimngejai calon mempelai wanita
telah hamil 5 bulan, maka untuk menghindarkan derjsa kerusakan yang lebih
buruk lagi, kedua calon mempelai tersebut segeri&atikan, hal ini didasarkan
kaidah ushul figh yang artinya “menolak kerusakadakulukan dari pada
mendatangkan kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigavariersebut,

permohonan Pemohon telah cukup dan memenuhi katerttukum syara’
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maupun hukum positif yang berlaku, dengan demilganrmohonan Pemohon
dapat dikabulkan;
Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) dadadang No. 7
Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan dAdadang No. 50 Tahun
2009, Pemohon dibebani untuk membayar biaya peikiara
Memperhatikan, semua peraturan perundang-undaraganberlaku dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Parbehoama xx binti
X untuk menikah dengan seorang laki-laki bernamhbigiyX

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar bialkarpesebesar Rp.
216.000,-

Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis PengadilaaAg Semarang pada
hari Kamis tanggal 25 November 2010 M, yang betswpaengan tanggal 18
Dzulhijjah 1431 H, oleh Dra. Hj. ISMIYATI, SH. Setyai Hakim Ketua, Drs.
ZAENAL ARIFIN, SH. M.H dan Drs. WAHYUDI, SH. M.SIMasing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan dibantu LAJJINAH HANIFARENITA, SH.
Sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dilbacd&h Ketua Majelis

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yangldir@eh Pemohon.
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B. Pertimbangan Dispensasi Nikah Menurut Penulis

Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensagin Kdi
Pengadilan Agama Semarang, adalah ketua majelisnhsé&telah menerima
berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya raganpberkas perkara.
Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jamnkppekara itu disidangkan
serta memerintahkan agar para pihak dipanggil udatkng menghadap pada
hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa merelkapatd
mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam parsgan. Namun, biasanya
bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sefvelpersidangan. Setelah
persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuknuroleh Ketua Majelis,
maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang gemngian. Kemudian Ketua
Majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemaooalon anak pemohon
dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibapgbila pernikahan
dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pemaikaya. Bila tidak
berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian Kitjgis membacakan surat
permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepa@n Pengadilan Agama
Semarang.

Selanjutnya Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengertanyaan-
pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak memdan calon anak
pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majedigmutkan pemeriksaan
bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat:

1. Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohog gé&keluarkan oleh
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Kepala Desa / Kelurahan, oleh Ketua Majelis dikenda P.1.
2. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan paamkislodel N-9 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.
Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskaratuk
musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon amaéhpe diperintahkan
ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawsekdsai, skors dicabut dan
pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidanigamudian dibacakan
penetapan yang amarnya sebagai berikut
MENGADILI

a. Mengabulkan permohonan pemohon.

b. Menetapkan memberi Dispensasi kepada pemohon untakikahkan
anaknya bernama xx dengan yy.

c. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. ... (...) kgpadahon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis ated@n sidang
ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapakintl pemohon bisa
langsung kasasi, bukan bandfhg.

Seseorang yang hendak mengajukan perkara permolDispensasi
Kawin, seperti yang tercantum dalam UU Perkawinasap7 ayat (2) dengan
bunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (19apani dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat laig, diamjuk oleh kedua orang
tua pihak pria maupun pihak wanita”. Pemohon didermerdekaan atau
kebebasan untuk mencantumkan alasan-alasan daleh germohonannya,

karena Undang-undang tidak menentukan alasan-alasdam pengajuan

4 bit,
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perkara permohonan dispensasi seperti dalam pemgpgrkara perceraian.

Sebelum Ketua Majelis menetapkan penetapan, Ketuajelisl

mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah pernaohdarsebut dapat

dikabulkan atau tidak. Yang menjadi dasar pertigbanMajelis Hakim adalah

sebagai berikut:

1.

2.

Pemohon

Majelis Hakim di dalam persidangan akan menelitakgh orang yang

mengajukan perkara permohonan dispensasi tersedybhbalkb mengajukan

atau tidak.

Alasan

Di persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan aeatohon, kemudian

Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengamghon disurat

permohonannya. Apakah alasan anak pemohon dengamhpae ada

persamaan atau tidak?

Ada Larangan perkawinan atau tidak

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melamgjsgan pernikahan

terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diam UU Perkawinan

pasal 8 yang menyebutkan:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kelbatau pun ke
atas.

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamydéity antara

saudara, antara seorang dengan saudara orang rtuantiaa seorang
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dengan saudara neneknya.
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, mandan ibu/bapak
tiri.
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anstkarsusaudara
susuan dan bibi /paman susuan.
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagaiataibi kemenakan
dari isteri, dalam hal seorang suami beristerilelzri seorang.
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau pematam yang
berlaku, dilarang kawin>
Dalam Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukurarsjuga melarang
melangsungkan perkawinan antara seorang pria desgamrang wanita yang
disebabkan karena pasal 39 sampai pasaldiapun bunyi pasal-pasal tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Pasal 39
“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorareydengan seorang
wanita disebabkan:
a. Karena pertalian nasab:
1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yangimekannya
atau keturunannya.
2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

® Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agatam|sp.cit.,him. 119.
® Tim Redaksi Nuansa Auli&ompilasi Hukum IslamBandung: Nuansa Aulia, 2008, him.
173-174.
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b. Karena pertalian kerabat semenda:

1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya la¢éa@s istrinya.

2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang makannya.

3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas lecuali
putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istitaygobla al
dukhul.

4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

c. Karena pertalian sesusuan:

1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya oiteganis lurus
ke atas.

2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnyauingatis lurus
ke bawah.

3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemesedusuan
ke bawah.

4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan neneksésghisuan ke
atas.

5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan ketumoye”

2. Pasal 40
“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorargy gengan wanita
karena keadaan tertentu:
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat patkawinan dengan
pria lain.

b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa idshejad pria lain.
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Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

3. Pasal 41

a.

Seorang pria memadu istrinya dengan seorang wgaitg mempunyai
hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istri:

1) Saudara kandung, seayah atau seibu serta ketug@ann

2) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku maskistri-istri telah

ditalak raj'i tetapi masih dalam masa iddah.

4. Pasal 42

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinargaerseorang wanita

apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empadpgoristri yang

keempatempatnya masih terikat tali perkawinan atesih dalam masa

iddah raj'i atau pun salah seorang di antara memesih terikat perkawinan

sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

5. Pasal 43

a.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seoraag pr
1) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditadakkiali.

2) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.

b. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugurukadkas istri tadi telah
kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersgiutus ba’'da
dukhul dan telah habis masa iddahnya.

6. Pasal 44

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan peri@wdengan seorang
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pria yang tidak beragama Islam”.

4. Kemaslahatan dan kemudharatan
Bila dua insan menjalin cinta, hingga melakukanumgan seksual di luar
nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadkan mengabulkan
permohonan dispensasi tersebut. Karena ditakutikantidak dinikahkan
akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bdaaian yang akan
mengacaukan proses-proses hukum yang akan tergkutmya atau
mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkanngaumit Undang-
undang. Selain itu masyarakat akan menghina damunékan perempuan
yang hamil tanpa suami. Pertimbangan tersebut jyaasarkan pada
kaidah-kaidah:

Flabl Gl e o die e b1 g

“Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan Kebdi

2l

“Kemadharatan harus dihilangkari”

" Wawancara pada tanggal 15 Juli 2011 dengan HBkingadilan Agama Semarang: Bapak
Drs. Wahyudin. M.Ag.



